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Kewajiban Pembayaran Upah Lembur bagi Pekerja dengan Jam Kerja Fleksibel Melebihi 40 Jam Seminggu
Decision Summary / Ringkasan Putusan
Pengusaha yang mempekerjakan karyawan dengan durasi akumulatif melebihi ambang batas 40 (empat puluh) jam seminggu wajib mengonversikannya menjadi upah lembur, kecuali bagi pekerja yang memegang posisi jabatan tertentu yang memiliki fungsi pemikir, perencana, pelaksana, dan/atau pengendali jalannya perusahaan (Pasal 78 ayat 3 UU 13/2003). Di luar kriteria eksepsional tersebut, kontrak kerja yang membebankan jam kerja melebihi 40 jam seminggu tanpa lembur adalah pelanggaran terhadap hukum perburuhan.
Sengketa PHI terjadi antara pekerja operasional dan pengusaha di mana pengusaha menyatakan bahwa posisi pekerja adalah posisi non-staf dengan target fleksibel sehingga tidak berlaku batas 40 jam per minggu. Mahkamah Agung menolak dalih pengusaha karena secara de facto pekerja tidak termasuk golongan manajerial dengan tanggung jawab pengendali perusahaan, sehingga jam kerja yang terbukti melebihi 40 jam per minggu wajib dibayar hak lemburnya.
Decision Text / Excerpts
### KAIDAH HUKUM (RATIO DECIDENDI)
Pengusaha yang mempekerjakan karyawan dengan durasi akumulatif melebihi ambang batas 40 (empat puluh) jam seminggu wajib mengonversikannya menjadi upah lembur, kecuali bagi pekerja yang memegang posisi jabatan tertentu yang memiliki fungsi pemikir, perencana, pelaksana, dan/atau pengendali jalannya perusahaan (Pasal 78 ayat 3 UU 13/2003). Di luar kriteria eksepsional tersebut, kontrak kerja yang membebankan jam kerja melebihi 40 jam seminggu tanpa lembur adalah pelanggaran terhadap hukum perburuhan.
### RINGKASAN PUTUSAN
Sengketa PHI terjadi antara pekerja operasional dan pengusaha di mana pengusaha menyatakan bahwa posisi pekerja adalah posisi non-staf dengan target fleksibel sehingga tidak berlaku batas 40 jam per minggu. Mahkamah Agung menolak dalih pengusaha karena secara de facto pekerja tidak termasuk golongan manajerial dengan tanggung jawab pengendali perusahaan, sehingga jam kerja yang terbukti melebihi 40 jam per minggu wajib dibayar hak lemburnya.
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